PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG

PEDOMAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

. bahwa kesehatan dan perlindungan kesehatan merupakan hak

dasar setiap warganegara serta pondasi untuk ketahanan dan
kekuatan bangsa, sehingga setiap warganegara, masyarakat
dan Pemerintah wajib memelihara kesehatan perorangan dan
masyarakat;

. bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban
menyediakan  aksesibilitas pelayanan kesehatan dan
memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada
masyarakat;

. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan membutuhkan

sistem pembiayaan yang berkeadilan sosial, terjangkau,
efisien, meliputi seluruh golongan masyarakat dalam bentuk
jaminan pemeliharaan kesehatan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pedoman
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4676);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

10.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
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14.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

15.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 29);

16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Nomor 9 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan  Kesehatan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 77);

18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011
tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 104);

19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Menetapkan

dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN JAMINAN
PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



2. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah
Provinsi Jawa Barat.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan
sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif
secara sosial dan ekonomis.

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan
sosial untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat
memenuhi kebutuhan dasar yang layak.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang
selanjutnya disingkat JPKM adalah sistem pembiayaan
pelayanan kesehatan sebagai bagian dari sistem
penyelenggaraan kesehatan untuk memberikan
perlindungan dan  pemeliharaan  kesehatan  bagi
masyarakat dengan prinsip kendali mutu dan kendali
biaya.

Sistem Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat
SJSN adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan
sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang
selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum
yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan
kesehatan.

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang
selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir
miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta jaminan
kesehatan.

Paket Manfaat adalah manfaat sebagai hak dari
kepesertaan dalam JPKM.

Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah meliputi promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Iur Biaya adalah sejumlah uang yang dibayar secara
teratur oleh peserta, pemberi kerja, Pemerintah,
Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penerima Bantuan Iuran adalah peserta JPKM yang
dibayarkan iurannya oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kelompok Infomal adalah pekerja sektor informal non
miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat

PPK adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh
fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
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Rumah Sakit Rujukan adalah fasilitas pelayanan
kesehatan yang dirujuk sebagai PPK 2, dan PPK 3 terdiri
dari Rumah Sakit Regional, Rumah Sakit Rujukan
Provinsi, Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumah Sakit
Daerah Perbatasan.

Bagian Kedua

Asas
Pasal 2
JPKM diselenggarakan berdasarkan asas :
kemanusiaan;
. manfaat;

b
c.
d

keadilan; dan

. non diskriminatif.

Bagian Ketiga
Prinsip
Pasal 3

JPKM diselenggarakan dengan prinsip :

Pt
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gotong royong;

keterbukaan;

kehati-hatian;

nirlaba;

akuntabilitas;

portabilitas;

dana amanah;

kepesertaan bersifat wajib; dan
mengedepankan preventif dan promotif.

Bagian Keempat
Tujuan
Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan JPKM adalah untuk:

a.

b.

menyediakan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan
yang berkeadilan untuk masyarakat;

menjamin akses dan pemerataan pelayanan kesehatan
masyarakat;

menciptakan pemeliharaan kesehatan berkualitas; dan
mengoptimalkan sistem jaminan sosial di Daerah.

Bagian Kelima
Kedudukan
Pasal 5

Pedoman JPKM berkedudukan sebagai :

a.

acuan bagi para pemangku kepentingan dalam
penyelenggaraan JPKM di Daerah;



